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KONFLIK KEPENTINGAN HAK DAN KEWAJIBAN ASASI
MANUSIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA MATI

ASTOTO BUDI RAHMANTYO

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap
penanggulangan tindak pidana yang senantiasa lebih mengedepankan hak asasi
manusia, untuk mengetahui kebijkan penggunaan sanksi pidana mati dalam
penanggulangan tindak pidana serta untuk mengetahui konflik kepentingan antara
hak dan kewajiban asasi manusia dalam pelaksanaan putusan pidana mati. Teori
yang mendasari penelitian ini adalah teori yang menganggap hak sebagai
kepentingan yang terlindungi (belangen theory). Hak dilihat sebagai sesuatu yang
penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori lain adalah
teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan
(wilsmacht theory). Teori ini mengatakan bahwa hak adalah kehendak yang
diperlengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tata tertib hukum pada
yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
yuridis normative, yakni menganalisis sejumlah norma (kaedah) hukum yang
berlaku saat ini. Sedangkan ruang lingkupnya adalah penanggulangan tindak
pidana khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati. Hasil penelitian
ini disimpulkan bahwa hak dan kewajiban asasi manusia merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Seorang pelaku tindak pidana
pembunuhan berencana memiliki hak hidup sebagai hak asasi manusia yang
melekat pada diri pelaku tindak pidana, juga dibebani dengan kewajiban asasi
untuk tidak mengambil hak hidup korban pembunuhan berencana. Konflik hak dan
kewajiban asasi manusia dalam putusan terpidana mati, terjadi karena masing-
masing pihak lebih menuntut dan mengetengahkan hak asasi manusia daripada
kewajibannya. Pelaku tindak pidana lebih menuntut hak untuk tidak diambil hak
hidupnya melalui pidana mati tetapi melupakan kewajibannya untuk tidak
mengambil hak hidup korbannya. Keluarga korban lebih mengutamakan
penuntutan hak untuk dapat menghukum pelaku tindak pidana melalui penegakan
hukum. Saran yang disampaikan penulis adalah hendaknya Negara, pemerintah
dan setiap orang menjunjung tinggi kewajiban asasi manusia guna terlindunginya
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Dan
hendaknya undang-undang hak asasi manusia diartikan pula sebagai undang-
undang hak dan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi dijadikan landasan
sebagai penanggulangan tindak pidana yakni bahwa sanksi pidana dijatuhkan
pelaku tindak pidana karena telah melalaikan kewajiban hak asasi yang
diembaninya.

Kata Kunci : Pidana Mati



CONFLICTS OF INTEREST HUMAN RIGHTS AND
OBLIGATIONS IN CRIME PREVENTION EFFORTS OFF

ASTOTO BUDI RAHMANTYO

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the response of law enforcement against
criminal acts that always emphasizes human rights, development policy to determine
the sanctions the use of capital punishment in the prevention of criminal acts and to
investigate the conflict of interest between the rights and obligations of human rights
in the implementation of the death penalty verdict. The theory underlying this study is
the theory that considers the rights as protected interests (belangen theory). Rights are
seen as something important for the concerned, which are protected by law. Another
theory is the theory that considers the rights of the will which is equipped with a
power (wilsmacht theory). This theory says that the right is equipped with the will and
the strength provided by the rules of law in question. The method used is a normative
juridical research method, which analyzes a number of norms (Siwak) currently
applicable law. While the scope is the prevention of criminal acts, especially with
regard to the imposition of capital punishment. Results of this study concluded that
the human rights and obligations is a unity that can not be separated from one another.
A criminal murder have the right to live as a human right inherent in criminal, also
burdened with the obligation not to take away the right of human life murder victim.
Conflicts of human rights and duties in the verdict on death row, occurs because each
side is more demanding and explores human rights rather than obligations. Criminals
more demanding the right not to be taken right to life through capital punishment but
do not forget their obligation to take the victim's right to life. More priority to the
prosecution of the victim's family the right to be able to punish the perpetrators of
criminal acts through law enforcement. Suggestions should be submitted writer is the
State, the government and everyone uphold human obligation for protection of a set of
rights attached to nature and human existence. And should the law be interpreted
human rights law as well as the rights and obligations of human rights. Human
obligation is premised as a criminal offense the response that imposed criminal
sanctions for criminal neglect that diembaninya rights obligations.
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